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Daftar Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Single Convention Of Narcotic Drugs 1961, sebagaimana yang telah disahkan 

untuk berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1976. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 37). 

UN Convention on Psychotropic Substance 1971, sebagaimana yang telah 

disahkan untuk berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang no. 8 tahun 

1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100). 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10). 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67). 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)
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